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 Abstract: The purpose of this study was to analyze the 
effectiveness and contribution of local tax revenues 
before and after the application of the tapping box 
system in an effort to optimize the local revenue (pad) of 
the city of Tanjung Pinang. This type of research is 
descriptive qualitative, the type of data used in this study 
is secondary data. The data collection technique is done 
by using interviews, documentation, observation and 
literature study. The data analysis technique uses 
effectiveness analysis and contribution analysis. From 
the results of this study, it can be concluded that the level 
of effectiveness of hotel tax receipts, restaurant taxes, 
and entertainment invites before the application of the 
tapping box system in 2016-2017 shows very effective 
criteria and after the application of the tapping box 
system in 2018-2019 shows very effective criteria. for 
hotel tax in 2016 it was 101.27%, in 2017 it was 
108.26%, in 2018 it was 103.22%, and in 2019 it was 
100.00%. for restaurant tax in 2016 it was 119.40%, in 
2017 it was 111.43%, in 2018 it was 105.46%, and in 
2019 it was 112.26%. for entertainment tax in 2016 it 
was 118.53%, in 2017 it was 108.70%, in 2018 it was 
104.11%, and in 2019 it was 100.27%. 
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PENDAHULUAN  

Indonesia adalah negara yang menganut atau memakai sistem otonomi daerah dalam 
menjalankan pemerintahannya. Otonomi daerah sendiri merupakan salah satu wujud 
reformasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota demi 
memperhitungkan berbagai tuntutan perubahan ketatanegaraan baik secara sosial maupun 
politik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.  

Faktor keuangan merupakan aspek utama yang dititik beratkan dalam pelaksanaan 
otonomi daerah, karena pada hakikatnya otonomi daerah menuntut usaha pemerintah 
daerah untuk secara mandiri membiayai pengeluara pengelurannya sehubungan dengan 
program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah suatu daerah. Salah satu aspek yang 
sangat berpengaruh dan sangat menentukan bagi daerah agar mampu mengatur rumah 
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tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya adalah kemampuan daerah di dalam mengadakan 
atau memperoleh dana-dana atau pendapatan asli daerah sendiri. Pendapatan Asli Daerah 
adalah pendapatan daerah yang murni yang bersumber dari tempat sendiri dan perlu untuk 
terus ditingkatkan penerimaannya, hal ini untuk membantu menyokong sebagian biaya yang 
diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin 
meningkat dari masa ke masa. Untuk meningkatkan kemampuan penerimaan daerah 
khususnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang 
terus menerus dan berlanjut agar Pendapatan Asli Daerah tersebut meningkat, sehingga 
pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber 
penerimaan dari pemerintah pusat.  

Penerimaan daerah Kota Tanjungpinang diperoleh dari berbagai jenis pajak, seperti 
pajak bumi dan bangunan, pajak hiburan, pajak parkir, pajak bea hak atas tanah bangunan, 
pajak reklame, pajak restoran, pajak penerangan jalan dan lain-lain. Pada penelitian ini akan 
dibahas mengenai Pendapatan Asli Daerah yang di dapatkan dari pajak hotel, pajak restoran, 
dan pajak hiburan sebelum dan sesudah penerapan sistem tapping box karena pajak-pajak 
tersebut berpotensi memberikan hasil yang cukup besar untuk perekonomian daerah dan 
merupakan salah satu jenis pajak yang memilik prospek positif yang bisa dikembangkan dan 
peranannya dapat meningkatkan PAD.  

Tapping box adalah alat perekam tranksaksi yang fungsinya adalah untuk mencatat 
atau menangkap semua tranksaksi yang akan tercetak oleh printer point of sales dan 
berfungsi untuk merekam data tranksaksi wajib pajak sehingga trehindar dari laporan 
internal fiktif karena dapat mengetahui pendapatannya secara riill. Tetapi ada kendala yang 
dihadapi dalam penerapan tapping box yaitu ada beberapa pengusaha yang tidak 
mendukung seratus persen kebijakan pemerintah mengenai penerapan sistem tapping box 
yang juga membawa masalah tersendiri bagi pemerintah Kota Tanjungpinang. 

Sebelum penerapan sistem tapping box di Pemerintah Kota Tanjungpinang dikutip dari 
TribunBatam.id (Rabu, 31 Juli 2019) “Wali Kota Tanjungpinang H. Syahrul, S.Pd mengatakan 
saat ini kontribusi PAD terhadap APBD Kota Tanjungpinnag relatif kecil yaitu sekitar 14,22 
persen, Wali kota mengatakan bahwa saat ini penerimaan pajak daerah masih belum optimal 
yaitu sebesar 57,12 persen dari PAD”. Masih rendahnya penerimaan pajak di Kota 
Tanjungpinang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, 
kurangnya pengawasan dari aparatur pemerintah kota dalam pengelolaannya, lemahnya 
penegakan hukum, kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak, adanya kecurangan dan 
kebocoran dalam pembayaran pajak, pelaporan dan pembayaran pajak lebih rendah dari 
omset penerima Wajib Pajak, dan adanya usaha baru yang tidak melaporkan usahanya ke 
instansi terkait.  

Dikutip dari Batampos.co.id (01 Desember 2018) “Untuk menindaklanjuti perolehan 
PAD Tanjungpinang yang belum kunjung memuaskan, inovasi terbaru ditempuh Pemko 
Tanjungpinang. Terhitung 2018 ini, pengadaan dan penggunaan tapping box mulai 
diberlakukan”. Dikutip dari Sijoritoday.com, (08 Mei 2019),” Syahrul menjelaskan, tapping 
box merupakan alat yang digunakan untuk memantau tranksaksi dari suatu tempat usaha 
secara online. Tujuannya untuk mencegah kecurangan sehingga penerimaan pajak daerah 
menjadi maksimal. Alat ini, kata dia, berfungsi untuk merekam data tranksaksi wajib pajak 
sehingga terhindar dari laporan internal fiktif karena dapat mengetahui pendapatannya 

http://bajangjournal.com/index.php/J


 35 
JEMBA 

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 
Vol.1, No.1, Januari 2022 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
http://bajangjournal.com/index.php/JEMBA 

secara riil. Sementara bagi pemerintah daerah, alat ini bermanfaat untuk transparansi, 
akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak. Syahrul juga mengakui 
masih ada sejumlah pengusaha yang tidak mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait 
tapping box itu. Sementara itu, Plt. BP2RD Tanjungpinang Riani, mengatakan tapping box 
sudah diatur dalam Peraturan daerah turunan dari Undang-undang”. Sehingga mulai tahun 
2018 penerapan sistem tapping box akan dilaksanakan oleh Pemko Tanjungpinang sesuai 
dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan diterapkannya sistem tapping box 
diharapkan tidak ada lagi kebocoran pajak yang terjadi dan dapat mengoptimalkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang. 
 
METODE PENELITIAN  
Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Penelitian ini bertujuan untuk 
membandingkan efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah 
penerapan sistem tapping box dalam uapaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Kota Tanjungpinang. 
Jenis Data 

Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan 2  (dua) jenis yaitu : (1) data  primer  
didapat dari  wawancara, dokumentas, obervasi dan studi pustaka . (2) data sekunder dalam 
penelitian ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak daerah terutama sektor 
pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang diperoleh dari BPPRD Kota 
Tanjungpinang, serta data penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini. Data target dan 
realisasi penerimaan pajak yang digunakan adalah data dari tahun 2016-2019. 
Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai 
dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, 
maka teknik pengolahan data yang dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk 
kalimat literatur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan 
pemahaman dan interpretasi data 
Teknik Analisa Data 

Analisa efektivitas adalah guna mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pajak 
daerah terutama sektor pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PAD. 
Semakin tinggi nilai efektivitasnya maka akan semakin besar tingkat efektivitasnya, 
sebaliknya apabila semakin kecil nilai dari efektivitasnya maka akan semakin rendah pula 
nilai efektivitasnya. 

Efektivitas Pajak Daerah 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑎𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥100% 

Tabel 1. Penilaian Kriteria Efektivitas 
Persentase Kriteria 

Diatas 100% Sangat Efektif 
100% Efektif 

90-99% Cukup Efektif 
75-89% Kurang efektif 
Kurang dari 75% Tidak efektif 

Sumber : (Mardiasmo, 2016:141) 
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Analisis kontribusi yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari pajak 
daerah terutama sektor pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PAD. 
Semakin besar nilai kontribusi yang diberikan maka akan semakin baik kontribusi yang 
diberikan terhadap PAD KotaTanjungpinang. Dan sebaliknya, semakin rendah nilai yang 
diberikan maka kontribusi yang diberikan kurang baik 

Kontribusi Pajak Daerah =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷
𝑥100% 

 
Tabel 2. Penilaian Kriteria Kontribusi 

Persentase Kriteria 

0,00%-10% Sangat Kurang 
11,00%-20% Kurang 
21,00%-30% Sedang 
31,00%-40% Cukup Baik 
41,00%-50% Baik 
Diatas 50% Sangat Baik 
Sumber : (Halim, 2012:163) 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Deskripsi Data 

Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah tentang efektivitas penerimaan 
pajak daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang, 
terlebih dahulu penulis harus mengetahui jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Target 
Pajak Daerah, PAD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Target Pajak Hotel, dan PAD 
(Dalam Rupiah) 

Tahun 
Anggaran 

Realisasi 
Penerimaan Pajak 

Hotel 

 
Target Pajak Hotel 

 
PAD 

Sebelum Penerapan Sistem Tapping Box 

2016 Rp.4.861.105.434,00 Rp.4.800.000.000,00 Rp.73.241.255.178,55 

2017 Rp.5.662.198.453,00 Rp.5.230.000.000,00 Rp 77.198.036.340,50 

Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box 

2018 Rp.7.013.964.819,00 Rp.6.795.000.000,00 Rp 79.531.616.731,00 

2019 Rp.7.800.698.632,00 Rp.7.800.000.000,00 Rp.88.894.802.615,00 

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 
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Tabel 4. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran, Target Pajak Restoran, dan PAD 
(Dalam Rupiah) 

Tahun 
Anggaran 

Realisasi 
Penerimaan Pajak 

Restoran 

Target Pajak 
Restoran 

 
PAD 

Sebelum Penerapan Sistem Tapping Box 

2016 Rp. 9.552.319.041,00 Rp. 8.000.000.000,00 Rp.73.241.255.178,55 

2017 Rp.11.528.318.544,00 Rp.10.345.000.000,00 Rp 77.198.036.340,50 

Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box 

2018 Rp.14.019.862.534,00 Rp.13.293.000.000,00 Rp 79.531.616.731,00 

2019 Rp.16.538.151.940,00 Rp.14.731.000.000,00 Rp.88.894.802.615,00 

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 
Tabel 5. Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan, Target Pajak Hiburan, dan PAD 

(Dalam Rupiah) 
Tahun 

Anggaran 
Realisasi 

Penerimaan Pajak 
Hiburan 

Target Pajak 
Hiburan 

 
PAD 

Sebelum Penerapan Sistem Tapping Box 

2016 Rp.2.370.733.185,00 Rp.2.000.000.000,00 Rp.73.241.255.178,55 

2017 Rp.3.685.005.670,50 Rp.3.390.000.000,00 Rp 77.198.036.340,50 

Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box 

2018 Rp.4.141.569.974,00 Rp.3.978.000.000,00 Rp 79.531.616.731,00 

2019 Rp.4.463.742.994,00 Rp.4.451.700.000,00 Rp.88.894.802.615,00 

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020  
 
Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Sebelum dan 
Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box di Kota Tanjungpinang Tahun 2016-2019. 

Tabel 6. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Sebelum dan Sesudah Penerapan                  
Sistem Tapping Box Tahun 2016-2019 

Tahun 
Anggaran 

Realisasi 
Penerimaan Pajak 

Hotel 

 
Target Pajak Hotel 

Tingkat 
Efektivitas 

(%) 

 
Kriteria 

Sebelum Penerapan Sistem Tapping Box 

2016 Rp.4.861.105.434,00 Rp.4.800.000.000,00 101,27 Sangat 
Efektif 

2017 Rp.5.662.198.453,00 Rp.5.230.000.000,00 108,26 Sangat 
Efektif 

Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box 

2018 Rp.7.013.964.819,00 Rp.6.795.000.000,00 103,22 Sangat 
Efektif 

2019 Rp.7.800.698.632,00 Rp.7.800.000.000,00 100,00 Efektif 

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 
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Berdasarkan tabel 6, perhitungan tingkat efektivitas pajak hotel sebelum penerapan 
sistem tapping box pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 4.861.105.434,00 dari target 
penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp. 4.800.000.000,00 dengan tingkat efektivitas 
penerimaan pajak hotel sebesar 101,27% dan pada tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 
5.662.198.453,00 dari target penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 
5.230.000.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel sebesar 108,26% 
dimana dapat dikategorikan sangat efektif dan begitu pula sesudah penerapan sistem 
tapping box pada tahun 2018 dan tahun 2019 pemungutan pajak hotel dapat dikategorikan 
sangat efektif dikarenakan realisasi pajak hotel mencapai ˃100%, pada tahun 2018 
terealisasi sebesar Rp. 7.013.964.819,00 dari target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp. 
6.795.000.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel sebesar 103,22% dan 
pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 7.800.698.632,00 dari target penerimaan yang 
ditetapkan sebesar Rp. 7.800.000.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel 
sebesar 100%. 

Tabel 7. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Penerapan 
Sistem Tapping Box Tahun 2016-2019 

Tahun 
Anggaran 

Realisasi Penerimaan 
Pajak Restoran 

 
Target Pajak Restoran 

Tingkat 
Efektivitas 

(%) 

 
Kriteria 

Sebelum Penerapan Sistem Tapping Box 

2016 Rp. 9.552.319.041,00 Rp. 8.000.000.000,00 119,40 Sangat 
Efektif 

2017 Rp.11.528.318.544,00 Rp.10.345.000.000,00 111,43 Sangat 
Efektif 

Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box 

2018 Rp.14.019.862.534,00 Rp.13.293.000.000,00 105,46 Sangat 
Efektif 

2019 Rp.16.538.151.940,00 Rp.14.731.000.000,00 112,26 Sangat 
Efektif 

        Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 
Berdasarkan tabel 7, tingkat efektivitas pajak restoran sebelum penerapan sistem 

tapping box pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 9.552.319.041,00 dari target 
penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000.000,00 dengan tingkat 
efektivitas penerimaan pajak sebesar 119,40% dan pada tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 
11.528.318.544,00 dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp. 
10.345.000.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 111,43% dimana 
dapat dikategorikan sangat efektif dan begitu pula sesudah penerapan sistem tapping box 
pada tahun 2018 dan tahun 2019 pemungutan pajak restoran dapat dikategorikan sangat 
efektif dikarenakan realisasi pajak restoran mencapai ˃100%, pada tahun 2018 terealisasi 
sebesar Rp. 14.019.862.534,00 dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar 
Rp. 13.293.000.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 105,46% dan 
pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 16.538.151.940,00 dari target penerimaan pajak 
yang telah ditetapkan sebesar Rp. 14.731.000.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan 
pajak sebesar 112,26% 
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Tabel 8. Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Sebelum dan Sesudah 
Penerapan Sistem Tapping Box Tahun 2016-2019 

Tahun 
Anggaran 

Realisasi Penerimaan 
Pajak Hiburan 

 
Target Pajak Hiburan 

Tingkat 
Efektivitas 

(%) 

 
Kriteria 

Sebelum Penerapan Sistem Tapping Box 

2016 Rp.2.370.733.185,00 Rp.2.000.000.000,00 118,53 Sangat 
Efektif 

2017 Rp.3.685.005.670,50 Rp.3.390.000.000,00 108,70 Sangat 
Efektif 

Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box 

2018 Rp.4.141.569.974,00 Rp.3.978.000.000,00 104,11 Sangat 
Efektif 

2019 Rp.4.463.742.994,00 Rp.4.451.700.000,00 100,27 Sangat 
Efektif 

        Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 
erdasarkan tabel 8, tingkat efektivitas pajak hiburan sebelum penerapan sistem 

tapping box pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 2.370.733.185,00 dari target 
penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dengan tingkat 
efektivitas penerimaan pajak sebesar 118,53% dan pada tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 
3.685.005.670,00 dari target penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 
3.390.000.000,00 dengan tingkat efektivitas sebesar 108,70% dimana dapat dikategorikan 
sangat efektif dan begitu pula sesudah penerapan sistem tapping box pada tahun 2018 dan 
tahun 2019 pemungutan pajak hiburan dapat dikategorikan sangat efektif dikarenakan 
realisasi pajak hiburan mencapai ˃100%, pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 
4.141.569.974,00 dari target penerimaan yang tealh ditetapkan sebesar Rp. 
3.978.000.000,00 dengan tingkat efektivitas sebesar 104,11% dan pada tahun 2019 
terealisasi sebesar Rp. 4.463.742.994,00 dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan 
sebesar Rp. 4.451.700.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 100,27%. 
Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan 
Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box di Kota Tanjungpinang Tahun 
2016-2019 

Tabel 9. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Sebelum dan Sesudah 
Penerapan Sistem Tapping Box terhadap PAD Tahun 2016-2019 

Tahun 
Anggaran 

Realisasi Penerimaan 
Pajak Hotel 

Realisasi PAD Kontribusi 
(%) 

Kriteria 

Sebelum Penerapan Sistem Tapping Box 

2016 Rp.4.861.105.434,00 Rp.73.241.255.178,55 6,63 Sangat 
Kurang 

2017 Rp.5.662.198.453,00 Rp.77.198.036.340,50 7,33 Sangat 
Kurang 

Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box 

2018 Rp.7.013.964.819,00 Rp 79.531.616.731,00 8,81 Sangat 
Kurang 
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2019 Rp.7.800.698.632,00 Rp.88.894.802.615,00 8,77 Sangat 
Kurang 

       Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 
Berdasarkan tabel 9, telah diketahui besarnya kontribusi yang diberikan pajak hotel 

terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tanjungpinang selama empat tahun dari tahun 
2016-2019 secara keseluruhan menunjukkan kriteria interpretasi sangat kurang, dengan 
rata-rata presentase sebesar 7,88%. 

Tabel 10. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Sebelum dan Sesudah Penerapan 
Sistem Tapping Box terhadap PAD Tahun 2016-2019 

Tahun 
Anggaran 

Realisasi Penerimaan 
Pajak Restoran 

Realisasi PAD Kontribusi 
(%) 

Kriteria 

Sebelum Penerapan Sistem Tapping Box 

2016 Rp. 9.552.319.041,00 Rp.73.241.255.178,55 13,04 Kurang 

2017 Rp.11.528.318.544,00 Rp.77.198.036.340,50 14,93 Kurang 

Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box 

2018 Rp.14.019.862.534,00 Rp 79.531.616.731,00 17,98 Kurang 

2019 Rp.16.538.151.940,00 Rp.88.894.802.615,00 18,60 Kurang 

       Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 
Berdasarkan tabel 10, telah diketahui besarnya kontribusi pajak restoran terhadap 

pendapatan asli daerah di Kota Tanjungpinang selama empat tahun dari tahun 2016-2019 
secara keseluruhan menunjukkan kriteria interpretasi kurang, dengan rata-rata persentase 
sebesar 17,38%. 

Tabel 11. Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Sebelum dan Sesudah Penerapan 
Sistem Tapping Box terhadap PAD Tahun 2016-2019 

Tahun 
Anggaran 

Realisasi Penerimaan 
Pajak Hiburan 

Realisasi PAD Kontribusi 
(%) 

Kriteria 

Sebelum Penerapan Sistem Tapping Box 

2016 Rp.2.370.733.185,00 Rp.73.241.255.178,55 3,23 Sangat 
Kurang 

2017 Rp.3.685.005.670,50 Rp.77.198.036.340,50 4,77 Sangat 
Kurang 

Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box 

2018 Rp.4.141.569.974,00 Rp 79.531.616.731,00 5,20 Sangat 
Kurang 

2019 Rp.4.463.742.994,00 Rp.88.894.802.615,00 5,02 Sangat 
Kurang 

       Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 
Dan berdasarkan tabel 11 telah diketahui besarnya kontribusi yang diberikan pajak 

hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tanjungpinang selama empat tahun dari 
tahun 2016-2019 secara keseluruhan menunjukkan kriteria interpretasi sangat kurang, 
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dengan rata-rata presentase sebesar 4,55%. 
 
KESIMPULAN  

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal 
sebagai berikut: 
1. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan sebelum 

penerapan sistem tapping box pada tahun 2016-2017 menunjukkan kriteria sangat 
efektif dan sesudah penerapan sistem tapping box pada tahun 2018-2019 menunjukkan 
kriteria sangat efektif. 

2. Tingkat efektifitas sebelum dan sesudah penerapan sistem tapping box menunjukkan 
kriteria sangat efektif dan terjadi penurunan tingkat efektifitas sesudah penerapan 
sistem tapping box, namun dilihat dari segi nominal mengalami kenaikan realisasi 
penerimaan pajak untyuk setiap tahunnya. Tingkat efektifitas yang menurun 
dikarenakan jumlah target penerimaan pajak yang besar setiap tahunnya. 

3. Kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kota Tanjungpinang tahun 2016-2019 secara keseluruhan menunjukkan kriteria sangat 
kurang. Kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 
Tanjungpinang tahun 2016-2019 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai kurang. 

4. Tingkat kontribusi yang masih sangat kurang dikarenakan realisasi PAD yang terus 
mengalami peningkatan setiap tahunnya dan peningkatan ini bukan hanya dipengaruhi 
oleh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan saja, karena komponen pendapatan 
asli daerah juga berasal dari pajak daerah lainnya, retribusi daerah, hasil perusahaan 
milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD  
yang sah, yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan asli daerah di Kota 
Tanjungpinang. 

5. Penerapan tapping box berjalan efektif dalam mengoptimalkan PAD Kota 
Tanjungpinang, hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan kenaikan dari realisasi 
penerimaan pajak setiap tahunnya dan penerapan sistem tapping box berdampak positif 
pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel, 
Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan serta Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang juga 
telah berhasil dalam mencapai tujuannya yaitu dengan adanya pemasangan alat tapping 
box ini dapat mengurangi kebocoran dalam pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib 
pajak, sehingga semakin efektif pula penerimaan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 
Pajak Hiburan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mencapai target penerimaan 
pajak, dan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang. 

 
SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai 
berikut: 
1. Pemerintah Daerah diharapkan terus menggali potensi-potensi yang masih ada di Kota 

Tanjungpinang dengan begitu akan menambah penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, 
dan Pajak Hiburan sehingga akan mencapai target yang telah ditetapkan. 

2. Untuk terus meningkatkan efektivitas penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 
Pajak Hiburan beberapa hal yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi atau melakukan 
restrukturisasi organisasi dan tatakerja pengelolaan dan penambahan SDM baru yang 
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kompeten untuk pengelolaan Pajak-pajak tersebut, serta lebih tegas dalam menerapkan 
sanksi yang membuat efek jera pada wajib pajak. 

3. Untuk terus meningkatkan kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan 
terhadap Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan beberapa perbaikan terkait 
pengoptimalan penerimaan pajak-pajak tersebut. 

4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas, dengan 
menambah variabel penelitian, meneliti dengan metode analisis yang berbeda atau 
dengan metode penelitian kinerjay ang berbeda, agar dapat dinilai dari banyak faktor 
atau dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti segi penjelasannya. 
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